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KPU Diminta tak Langsung Eksekusi Putusan MK

KOMIST Pemilihan Umuam (KPU di
minta wanik ridak menindaklanjuon
putuzan Mahkamah Konstitusi (ME)
terlehib dahulu soal batas wsia mini
mal calon presiden dan ealon wakil
presiden. Apabila putusan itu lang-
sung diekselusi, dikhawatirkan akan
menimbulkan ketidakpastion hulum,

Hal itu mengemuka dalam dis-
kusi bertajuk Membaca Pubtusan ME:
el Demnkrash atan IHnaso?, yang

digelar oleh Asosiasi Hmw Polirk
Indemesia (ATPTY kemarin.

Mantan hakim MK Maruarar Siaha-
an, misalnya, mendorong agar putus
an ME didizseminasikan terlebih da
hulu karena ada problem dar sudut
pandang hukum. “KPU juga perlume-
lakukan upaya hukum uji matericlke
Mehkamah Apung agar ada kepastian
hukum,” ujar Maruarar.

Dalarm acara yang sama, Kerla

: Kamis, 19 Oktober 2023
: Media Indonesia

Departemen Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum UGM Zainal Ari-
fin Mochtar menyebut putusan ini
scharusnya menjadi pembuktian
hakim terkair independensi yang
dihadapkan dengan politik. Ha-
silnya, kata dia, putusan ini tidak
independen saat dihadapkan dengan
kepentingan politik.

Terpisah, mantan Ketua WME Jim-
Ty Py Asshiddigle mengatalan

sependapar dengan dua hakim
konsrinesh, yakn Saldi Isra dan Arvief
Ilidayat, spal ada keanehan dengan
putusan ME alas gugatan pengujion
materiel baras usia minimal im.
Meski begitu, Jimly menambah-
kan, putuzan MK bersifat final dan
mengikatl schingga harus dihormati
Menurut dia, putusan pengadilan
jupa biza saja ddak populer dan ti-
dak sama dengan pendapar sehaglan

besar masyarakar.

Terkait kemungkinan adanya
dugaan pelanggaran vang dilakukan
hakim kensritush Anwar Hsman,
Jimdy enggan berkomenrar. Hingga
saat ini, Mahkamah Kehormatan
ME belum dibeniuk, “Kan belum
ada. Baro peraturan ME nya diboan,”
ucap Jirmby

Batal direvisi

EPUUmenyebuthanya akan mener-
bitkan surat dinas berizi penye-
siratan aras purusan MK kepada

partai politik dan fidak jadi mere-
wvisi Peraturan KPII (PEPIY Nomor
192023 tentang Pencalonan Peserta
Femilihan UWmum Presiden dan
Wwakil Presiden.

Eeta KPU RI Hasyim Asy'ari me-
nampik anggapan bahwa keputusan
untuk mengeluarkan sural dinas,

alih-alih merevisi PEPU, karena wak-
tu yang sempit. “Cnggak, saya kira
kan normany o sudah berlaku sesaat
atau pada zaat pumsan itn dibacakan .
Saya kira sudah cukup dengan itu,”
randasnya. (Ind kb TelX-H)



